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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, xxx Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Register
Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor
454/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 08 Maret 2021, memberikan
Kuasa Kepada Okta Virnando, S.H.,M.H. Dan Maylyndha
Marlina Lestari, S.H.,M.H, yang berkantor di Jl. Litas Timur,
Dusun 1ll, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten

Lampung Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Dusun VII, RT/RW 0039/007, Desa Xxx
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:
Adapun hal yang menjadi alasan gugatan ini adalah:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 03 April 2010, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor: 232/19/VI/2010, tertanggal
25 Juni 2015;

2, Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling
mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,

Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu
anak Muhammad Nauval Kurniawan, umur 10 tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun namun sejak bulan ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Mei 2019 vyaitu
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

e Tergugat memiliki orang ketiga atau selingkuhan;

e Tergugat menjadikan penggugat sebagai tulang pungung
keluarga;

e Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
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e Tergugat sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan

Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Penggugat dan Tergugat
bertengkar terus menerus dan Penggugat dipulangkan ke rumah orang
tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini,
maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan
rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai
berikut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMER
1.- -Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (xxx) terhadap
Penggugat (xxx);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
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SUBSIDER

———————— Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sukadana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi
dengan Hakim Mediator Intan Miftahurrahmi Lc., sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak

berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 1

bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

pada tanggal 03 April 2010

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 2

bahwa Penggugat dan tergugat berstatus suami dan istri yang sah;

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 3

bahwa benar Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan

sewaktu menikah, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran posita nomor 4 bahwa

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai satu anak;

- Bahwa posita nomor 5 tidak benar seluruhnya, yang benar adalah

5.a Tergugat pernah memiliki orang ketiga;

- Bahwa posita nomor 5.b tidak benar, yang benar adalah Tergugat

juga bekerja dengan penghasilan 5 juta perbulannya;
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- Bahwa posita nomor 5.c benar bahwa Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa posita nomor 5.d tidak benar, yang benar adalah Tergugat
tidak pernah menjual aset rumah tangga;

- Bahwa posita nomor 6 benar bahwa puncak perselisihan
Penggugat dan Tergugat pada bulan januari 2020;

- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar Tergugat berat
untuk bercerai;

- Bahwa posita nomor 8 benar, bahwa pihak keluarga sudah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan
replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

--------- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan
menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam
jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh
Tergugat;

—————— Bahwa mengenai dalil Tergugat sejak menikah sampai hingga sekarang
hidup bahagia dan harmonis dengan Penggugat itu tidak benar, dikarenakan
sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan Penggugat
sudah seringkali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa

memperbaiki sikapnya;

------- Bahwa mengenai jawaban Tergugat merasa memberikan nafkah dalam
sebulan mencapai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu tidaklah benar, jika
benar, tidaklah mungkin Penggugat pergi merantau bekerja demi memenuhi
kebutuhan rumah tangga;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan
Penggugat memberikan kesempatan untuk Tergugat tetapi tidak ada etika
baik hingga saat ini, bahkan via whatshapp atau telepon juga tidak sama
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sekali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik

lahir maupun batin samapi hingga saat ini;

------ Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat
telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup

berumah tangga bersama Tergugat;

-- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah selayaknya
dan sepantasnya Majlis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil jawaban
Tergugat tertanggal 23 Maret 2021;

—————————— Bahwa selanjutnya Tergugat tetap pada Gugatan Penggugat semula

tertanggal 08 Maret 2021.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya menguatka jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxx
tanggal 04 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya (bukti P.1);

1.2Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 08 September
2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, xxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan

dan Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Dusun IV, RT/RW 014/005, Desa
Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur sampai dengan mereka berpisabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan

Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan januari 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, Siti Kalimah binti Ngadiman, identitas lengkap seperti tersebut
dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan

dan Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Dusun IV, RT/RW 014/005, Desa
Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama
dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
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Saksi 3, xxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan

dan Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Dusun IV, RT/RW 014/005, Desa
Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan

Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar ;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Januari 2020 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama
dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan
Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan
alat-alat bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi.

Saksi 1, xx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan
dan Jejaka;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Dusun IV, RT/RW 014/005, Desa
Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat menjadikan Penggugat sebagai
tulang punggung keluarga, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita
lain dan sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan

Penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2020 yang lalu ;

- Bahwa saat ini Penggugat telah dipulangkan ke rumah orang
Tergugat tuanya dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;
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- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan

dan Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Dusun IV, RT/RW 014/005, Desa
Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Mei 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat menjadikan Penggugat sebagai
tulang punggung keluarga, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita
lain dan sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan

Penggugat ;
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- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2020 yang lalu ;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan

Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya
secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan
tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana

menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara
lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap
pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana
menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;
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Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan
Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, karenanya sesuai ketentuan
Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan
wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Sukadana, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Sukadana, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama
Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah suami isteri, karena itu
Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini
sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2)
angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang
keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat
serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut
berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah
kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili
kepentingan hukum para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat
kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi
sebagai Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu
tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah
dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan
advokat sebagai penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan
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terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan
sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang
beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-
pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nhomor 6 Tahun
1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa
khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan
para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak
dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sabh;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman
tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,
sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas
meterai tempel,

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam
surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya dalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa
berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
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bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan

ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7

Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi

sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai

Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan
Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum
Penggugat tersebut berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka

persidangan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada
kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan pada Pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan
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Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Intan
Miftahurrahmi, Lc. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang terdiri dari beberapa uraian sebagaimana tersebut dalam duduk
perkara diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam
duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan
replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk
perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk
perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai

Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjadikan Penggugat
sebagai tulang punggung keluarga, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita
lain dan sering menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses jawab menjawab antara
Penggugat dan Tergugat, perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut
pandang hukum pembuktian sebagai beriku:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut

dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah

terbukti sebagian dari dalil tersebut;

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara

diam-diam;

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum

terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
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- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang
yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan
Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi

pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak

mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan
dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak
disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai
berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 2

bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 3

bahwa benar Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan

sewaktu menikah, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran posita nomor 4 bahwa

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai satu anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau disangkal, hal-hal
sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5 tidak benar seluruhnya, yang benar adalah

5.a Tergugat pernah memiliki orang ketiga;

- Bahwa posita nomor 5.b tidak benar, yang benar adalah Tergugat

juga bekerja dengan penghasilan 5 juta perbulannya;

- Bahwa posita nomor 5.c benar bahwa Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa posita nomor 5.d tidak benar, yang benar adalah Tergugat

tidak pernah menjual aset rumah tangga;

- Bahwa posita nomor 6 benar bahwa puncak perselisihan

Penggugat dan Tergugat pada bulan januari 2020;

- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar Tergugat berat

untuk bercerai;
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- Bahwa posita nomor 8 benar, bahwa pihak keluarga sudah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada
sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan asas hukum pembuktian yang
dikenal dengan istilah “actori imcumbit probation” sebagaimana yang di atur
dalam pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 KUH Perdata bahwa ketika seseorang
yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan
adanya hak atau suatu pertistiva tersebut yang berarti setiap dalil yang
dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat
dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya
bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat
tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Akta Nikah nomor
232/19/IV/I2010 tertanggal 08 September 2010 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, alat bukti tersebut merupakan
akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah yang menikah pada tanggal 03 April 2010;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan 3
(tiga) orang saksi yang keempatnya bukanlah orang yang dilarang untuk
menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi
sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan
dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan,
relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan
yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi
syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh

Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis dan sudah tidak saling peduli satu sama lain dan sudah pisah

tempat tinggal;

- Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga,
Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering menjual aset
rumah tangga tanpa persetujuan Penggugat ;

- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Penggugat dan

Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak

berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang
penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang
keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)
R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan
dengan dalil jawaban dan duplik, keterangan saksi berdasarkan alasan dan
pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara
yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi
syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
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- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh
Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
saat ini sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah

karena Tergugat menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung

keluarga, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering
menjual aset rumah tangga tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan
Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya
telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan
lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat
berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh
karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah
1 (satu) tahun, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis
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Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus
dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatagorikan sebagai
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan,
sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
serta sebagaimana dalam al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :
O &> 8358 aSTidars Gl BT Bl kil 05 K18 O g Gu

B G REN IR IPE
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk
hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada
ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang
terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat
menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada
tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula
dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Figh al-Sunnah juz Il : 248 :

@0 Gl Ylao dd Sy godl sl Jiamgill aw oeddl sd bles cailfs
il dall Lalb Lagin 200V e (oli) jome g lagllia] (hu 8 45l ol
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Artinya: Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada
Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri
tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,
maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum
Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

lall dled Blb Lol ade Blb laxgjl dxngll du ) pac aialla)g¢

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada
isterinya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun di mana menurut yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri
yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan
Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum
sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
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dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan
dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat
(xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari tanggal selasa 27 April 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami,
Rifqiyatunnisa, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan
Ahyaril Nurin gausia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh
Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Rifgiyatunnisa, S.H.l.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Ahyaril Nurin Gausia, S.H. Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP Rp 60.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 275.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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